1)

2)

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di Apotek Nifarma yang dilaksanakan mulai tanggal 16
April hingga 18 Mei 2024, dapat disimpulkan bahwa Praktik
Kerja Profesi Apoteker ini telah :
Meningkatkan dan memberikan wawasan, pengetahuan dan
keterampilan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
seperti pada bidang pembuatan, pengadaan, serta distribusi
sediaan kefarmasian yang sesuai dengan standar.
Memberikan pemahaman serta gambaran mengenai pelayanan
kefarmasian yang profesional di apotek yang sesuai dengan
standar dan kode etik kefarmasian.
Memberikan bekal bagi calon apoteker dalam mempersiapkan
diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian
yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang didasari dengan nilai peduli, komit dan antusias
dalam melaksanakan pekerjaan keprofesiannya.

Saran yang dapat dibedakan setelah pelaksanaan kegiatan
PKPA di apotek Nifarma sebagai berikut :
Bagi mahasiswa-mahasiswi program studi apoteker sebelum
melakukan PKPA apotek sebaiknya mempersiapkan diri terlebih
dahulu agar mahasiswa bisa lebih siap dalam melakukan PKPA.
Calon apoteker penting untuk menjunjung kode etik pelayanan

kefarmasian dengan prinsip patient oriented.

3) Calon apoteker wajib membekali diri dengan ilmu komunikasi,

ilmu praktik, serta kepercayaan diri tinggi agar dapat

menjalankan tugas kefarmasian di apotek dengan lebih baik.
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